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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20
Tahun 2019 yang menghapus Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491
Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin pasal 6 ayat 2 mensyarakatkan
sertifikat calon pengantin sebagai syarat pendaftaran, padahal peraturan yang lama
mempunyai manfaat dan pengaruh yang besar bagi calon pengantin dan
memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah
tangga. Program kursus pra nikah menjadi sangat penting bagi calon pengantin.
Sebab, menjaga keutuhan rumah tangga merupakan jalan yang harus ditempuh
untuk mewujudkan lahirnya keturunan bermutu serta kemaslahatan rumah tangga
tersebut. Untuk itu menurut penyusun perlu mengembalikan peraturan lama, dalam
bahasa penyusun (reaktualisasi) yang masih bermanfaat bagi calon pengantin
kedalam peraturan yang berlaku melalui pendekatan yuridis empiris yang mengkaji
bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Kajian ini
difokuskan pada 1) urgensi reaktualisasi kursus pra nikah di KUA Kecamatan
Kemranjen, 2) analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
sifat deskiprtif-analitis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris serta
menjadikan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491 Tahun 2009 tentang
Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor: DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra
Nikah serta PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai bahan
primer, buku dan penelitian yang terdahulu yang terkait dengan kursus pra nikah
serta sumber-sumber lain yang masih berhubungan dengan sebagai bahan sekunder.

Hasil penelitian ini, pertama Sebagai upaya menciptakan keluarga Sakinah
dengan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan
kepada calon pengantin, maka KUA Kemranjen sebagai lembaga yang bernaung
dibawah Kementerian Agama RI yang menjalankan program kursus calon
pengantin atau kursus pra nikah dewasa ini sudah selayaknya digalakan dan
ditegaskan dengan memberikan sanksi keras bagi yang tidak mengikuti dan
menjalankannya dengan sungguh-sungguh, demikan juga sudah sepantasnya bahwa
kursus calon pengantin menjadi salah satu yang harus dimasukan kedalam
Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perakawinan pasal
4. Kedua Kursus calon pengantin atau pra nikah memiliki urgensi karena
mengandung nilai positif bagi calon pengantin. Berdasakan analisis kursus pra
nikah menurut teori kesadaran hukum maka dengan melaksanakan kursus pra nikah
akan melahirkan pengetahuan, mengetahui pemahaman hukum, melahirkan sikap



hukum, menjadi perilaku hukum. Dengan teori kesadaran hukum maka para calon
pengantin akan sadar betapa pentingnya pengetahuan tentang membangun rumah

tangga yang berpondasi.

Kata Kunci: Reaktualisasi, kursus pra nikah, kesadaran hukum



ABSTRACT

This research was motivated by the issuance of Minister of Religion
Regulation No. 20 of 2019 which abolished the Regulation of the Director General
of Islamic Community Guidance Number DJ.I1./491 of 2009 concerning the
Prospective Bride Course Article 6 paragraph 2 requires a certificate of prospective
bride and groom as a registration requirement, even though the old regulations have
benefits and influences. which is great for the bride and groom and provides
knowledge, understanding and skills in married life. The pre-wedding course
program is very important for the bride and groom. Therefore, maintaining the
integrity of the household is the way that must be taken to realize the birth of quality
offspring and the benefit of the household. For this reason, according to the authors,
it is necessary to return the old regulations, in the language of the compiler
(reactualization) which are still useful for the bride and groom, into applicable
regulations through an empirical juridical approach that examines how normative
provisions are actually realized in society. This study focuses on 1) the urgency of
the re-actualization of pre-marital courses at the KUA, Kemranjen District, 2)
analysis of pre-marital courses according to the theory of legal awareness.

This type of research is a (field research) with descriptive-analytical nature
and uses an empirical juridical approach and makes the Regulation of the Director
General of Islamic Community Guidance Number DJ.11./491 of 2009 concerning
the Prospective Bride Course and Regulation of the Director General of Islamic
Community Guidance Number: DJ. 11/542 of 2013 concerning Guidelines for the
Implementation of Pre-Marriage Courses and Regulation of the Minister of
Religion No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration as primary material,
books and previous research related to pre-marital courses and other sources that
are still related as secondary materials.

The results of this study, firstly, as an effort to create a Sakinah family by
providing knowledge, understanding, skills and growth to prospective brides, the
KUA Kemranjen as an institution under the auspices of the Ministry of Religion
that runs a prospective bride and groom course program or pre-wedding course
today should be encouraged and confirmed by giving strict sanctions for those who
do not follow and run it seriously, likewise it is appropriate that the prospective
bride and groom course be one that must be included in the Minister of Religion
Regulation No. 20 of 2019 concerning marriage registration article 4. Marriage has
urgency because it contains a positive value for the bride and groom. Based on the
analysis of pre-marital courses according to the theory of legal awareness, carrying
out pre-marital courses will give birth to knowledge, understanding legal
understanding, giving birth to legal attitudes, and becoming legal behavior. With
the theory of legal awareness, the prospective bride and groom will be aware of the
importance of knowledge about building a foundational household.

Keywords: Re-actualization, pre-marital courses, legal awareness
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MOTTO

Apabila seorang itu zuhud (tidak tamak kepada dunia) Allah
akan memberi nikmat kepadanya

“Imam Malik”

(Sumber dari buku Imam Maliki Pecinta kebenaran)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullzh yang umum dan berlaku pada semua
makhluknya-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal
tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih olenh Allah WT sebagai jalan bagi

makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.t

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti Nikah atau Zawaj.
Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan
banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Menurut bahasa kata “nikah”
mempunyai arti az-zammu wa at-tadahul (bertindih dan memasukan) atau az-

zammu wa al-jam 'u (bertindih dan berkumpul).?

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.® Pengertian

perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.*

L. Tihami dan Soehari, Figh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers,2009) him.6
2 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001) him. 10
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal (1).

4 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) him. 7



Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah
akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya

merupakan ibadah.

Menurut Sayyuti Talib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi,

tentram dan bahagia.®

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan kedua calon
pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, sepasang calon
suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam
rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling
tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian

dapat diminimalisir dengan baik.®

Dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga untuk memenuhi tujuan
tersebut terbitlah Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491 Tahun 2009
tentang Kursus Calon Pengantin yang mempunyai tujuan meningkatkan
pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam
mewejudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka

perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

5 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). him. 2

6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama
Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kursus diartikan dengan
pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan pada waktu
singkat.” Sementara pra nikah adalah sebelum perkawinan yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.®

Pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Kementerian Agama Nomor DJ.11./491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon
Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang

kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491 Tahun 2009 tentang Kursus
Calon Pengantin dijelaskan bahwa kursus calon pengantin atau pra nikah perlu
dilakukan untuk menekan tingginya akan perselisihan, perceraian, dan kekerasan
dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan
dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Mengingat
pentingnya pelaksanaan kursus pra nikah/calon pengantin, maka sudah sepantasnya
peraturan ini menentukan bahwa serifikat kursus nikah (kursus calon pengantin)

sebagai salah persyaratan pendaftaran perkawinan.

Menurut konsiderans Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama Nomor DJ.11/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), him. 617

8 Ibid., him. 782



Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra
nikah/kursus calon pengantin bagi remaja usia nikah yakni laki-laki muslim

berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

Pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah atau calon pengantin menjadi tidak
berlaku lagi setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Perkawinan, karena dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 4 tersebut tidak mensyarakatkan sertifikat
kursus pra nikah atau calon pengantin sebagai syarat pendaftaran perkawinan
padahal dengan jelas pasal 6 ayat 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491
Tahun 2009 mensyarakatkan sertifikat catin sebagai syarat pendaftaran. Akibat
lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 pelaksanaan bimbingan
kursus pra nikah menjadi tidak mempunyai dasar hukum yang tetap dan tidak ada

landasan untuk menjalankan bimbingan kursus pra nikah bagi setiap KUA.

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Perkawinan yang meniadakan kursus catin sebagai syarat pendaftaran pernikahan
merupakan hal yang kontra produktif, hal ini mengingat kursus calon pengantin
memiliki pengaruh yang besar dalam menambah wawasan kehidupan pernikahan

dari calon pengantin.

Urgensi kursus calon pengantin menjadi semakin besar jika melihat
tingginya kasus perceraian yang ada di Indonesia pada tahun 2020, Dirjen Bimas

Masyarakat Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya



mencatat terjadi 314.967 angka perceraian di Indonesia pada tahun 2020 dengan
rincian 99.599 cerai talak dan 215.386 cerai gugat. Setidaknya ada 150.000
perempuan yang menjadi janda, dan 150.000 laki-laki yang menjadi duda karena

perceraian setiap tahunnya.®

Kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya pemahaman dalam
perkawinan menjadi salah satu penyebab tingginya perceraian.’® Sebagaimana
disebut dalam Peraturan Dirjen Bimas 2009, kursus calon pengantin merupakan

salah satu solusi untuk mengatasi berbagai problem pernikahan di atas.

Kepala KUA Kecamatan Kemranjen mengatakan ada fenomena atau fakta
bahwa di kemranjen bahwa kesadaran dan pengetahuan calon pengantin itu rendah,
calon pengantin tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga
calon pengantin menjalani pernikahan tanpa pengetahuan dan kesadaran, maka
pernikahan berjalan tidak baik oleh sebab itu perlu diadakan kursus calon pengantin

atau pra nikah.!

Pentingnya kursus pra nikah atau calon pengantin maka harus didasarkan

kepada kesadaran hukum. Menurut Wignjoesoebroto kesadaran hukum adalah

®https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-58377 1/catatan-kemenag-
rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun. Diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 08.50

10 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) him.13

11 Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas, pada Tanggal 25 Agustus 2021


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218113251-20-583771/catatan-kemenag-rata-rata-300-ribu-perceraian-tiap-tahun

kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah

diterapkan.*?

Calon Pengantin di Kecamatan Kemranjen banyak yang tidak tahu hukum
baik dari segi pengetahuan hukum maupun dari sikap atau implementasi hukum
sendiri, sehingga penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada calon

pengantin akan sebuah pengetahuan berupa kursus pra nikah atau calon pengantin.™

Kursus Calon Pengantin di KUA Kemranjen itu penting untuk dilaksanakan
karena keluarga merupakan salah satu elemen yang akan membangun sebuah
masyarakat dan merupakan titik sentral baik buruknya keadaan masyarakat, tentu
dengan dilaksanakan kursus calon pengantin secara efektif akan menimbulkan
pengaruh yang besar kepada calon pengantin dalam membangun rumah tangga,
tetapi dalam praktik perundang-undangan di Peraturan Menteri Agama No 20
Tahun 2019 tidak ada sehingga perlu peraturan lama yang mengatur bimbingan

kursus pra nikah penting untuk dihidupkan lagi.*

Peraturan tentang kursus pra nikah yang tidak ada dalam Peraturan Menteri
Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan perlu dihidupkan lagi

atau dalam bahasa peneliti disebut “Reaktualisasi” dengan demikian berdasarkan

12 lwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam
Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas
Diponegoro, Semarang,2010), him. 47.

13 Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas, pada Tanggal 25 Agustus 2021.

14 Wawancara dengan Fatah Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas, pada Tanggal 25 Agustus 2021.



latar belakang diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang Urgensi
Reaktualisasi Kursus Pra Nikah Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama No 20

Tahun 2019 Tentang pencatatan perkawinan.

. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan

permasalahanya adalah

1. Bagaimana urgensi reaktualisasi kursus calon pengantin di KUA
Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.
2. Bagaimana analisis kursus pra nikah menurut teori kesadaran hukum.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar urgensi
reaktualisasi kursus calon pengantin khususnya di KUA Kecamatan Kemranjen
kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengalisis bagaimana analisis kursus pra

nikah menurut teori kesadaran hukum.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan
prosedur dan proses bimbingan kursus pra nikah khususnya di KUA

Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dan sebagai upaya untuk



melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum
keluarga Islam khususnya pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial
kepada calon pengantin agar membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, warahmah dan diharapkan dapat dijadikan sumbangan
pemikiran bagi pihak KUA Kecamatan Kemranjen dan mengingatkan
kepada setiap calon pengantin betapa pentingnya untuk mengikuti
bimbingan kursus pra nikah, karena dalam pernikahan terdapat hal-hal
yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan perkawinan menjadikan
keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dapat terwujud.

D. Telaah Pustaka

Penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitan-penelitian yang
relevan untuk dijadikan pembanding terkait pelaksanaan bimbingan kursus pra

nikah. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu.

Dalam penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang bimbingan
kursus pra nikah untuk pemberian bekal kepada calon pengantin. Berikut
digambarkan secara ringkas studi-studi yang masuk penelitian kelompok pertama
yang mengupas bagaimana Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491 Tahun
2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor
Islam DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,
penelitian yang termasuk dalam kelompok ini adalah penelitian Siti Djazimah yang

berbicara tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam penelitianya



menyimpulkan bahwa bimbingan kursus pra nikah mengandung sejumlah masalah,
salah satunya meskipun Kementrian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No.
DJ.11/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.11/542 Tahun 2013 agar kursus pra
nikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakan
karena semua narasumber mengganggap kursus pra nikah sangat penting sebagai
upaya mewujudkan keluarga sakinah tetapi pada tataran teknis, pelaksanaan kursus
pra nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga
beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra nikah dan pelaksanaan
kursus pra-nikah di KUA berdasarkan tradisi atau keyakinan agama daripada

peraturan hukumnya.*®

Demikian juga karya M Agus Noorbani dalam penelitianya menyimpulkan
bahwa meski telah berupaya menyesuaikan dengan penyelenggaraan kursus pra
nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/542 Tahun 2013,
namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut.®
Penelitian hampir sama dengan Siti Djazimah dan M Agus Noorbani, dalam
meneliti pelaksanaan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491 Tahun 2009
tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Islam
DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, juga

dilakukan oleh Zakyyah Iskandar. Hasil penelitianya menunjukan bahwa kursus pra

15 Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota
Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 1,
2018.

16 M.Agus Noorbani, Pelayanan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi, Jurnal Penamas, Vol 28, Nomor 2, September, 2015.
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nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian,
kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya tetapi pada
kenyataanya kursus pra nikah seakan-akan hanya bersifat anjuran saja, hal ini dapat
dilihat dari tidak adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun
tidak mengikuti kursus pra nikah.}” Perbedaan dengan penelitian ini adalah
pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah dalam penelitian ini tidak tertuju kepada
Peraturan Dirjen, Bimas Islam tahun 2009 maupun 2013 sebagai dasar pelaksanaan
bimbingan kursus calon pengantin karena secara hukum Peraturan Dirjen Bimas
Islam sudah dihapus setelah lahirnya Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019

yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan.

Penelitian selanjutnya yang masuk kelompok kedua membahas jumlah
calon peserta kursus pra nikah. Penelitian yang termasuk dalam kelompok ini antara
lain penelitian yang dilakukan oleh Moh Raka Nuangsa mengatakan bahwa betapa
banyak calon pengantin di Parung Panjang tidak mengikuti kursus pra nikah pada
tahun 2015 dari 1124 calon pengantin hanya 268 yang mengikuti bimbingan kursus
pra nikah padahal kursus pra nikah adalah sebuah bekal dalam mengarungi rumah
tangga namun pada kenyataanya calon pengantin mengabaikan kursus pra nikah.8
Penelitian ini hampir sama dengan tulisan Dzikri Maulidi Muhammad Zulfigor

yang menjelaskan dalam penelitianya menyimpulkan bahwa di KUA Kecamatan

17 Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-
Isteri Menuju Keluarga Sakinah, Jurnal Al-Ahwal, Vol 10, No. 1, Juni, 2018.

18 Muhammad Raka Nuangsa, “Respon Masyarakat Parung Panjang Terhadap Bimbingan
Pra nikah”, Skripsi, Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
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Balubur Limbangan pada kenyataanya dari tahun 2014-2016 hanya 683 pasangan

calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah dari jumlah 2046 pasangan.®®

Penelitian selanjutnya yang masuk kelompok ketiga membahas faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah. Yang
termasuk dalam kategori ini antara lain karya Rika Nurkhusna yang berjudul
Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043 Hitam Bandar
Lampung, ia menyimpulkan yang menjadi pendukung pelaksanaan kursus pra
nikah diantaranya adanya program dari TNI-AD Korem 043 tentang kewajiban
mengikuti bimbingan kursus pra nikah bagi anggota TNI yang akan melaksanakan
pernikahan, metode bimbingan yang efektif dan sikap pembimbing yang ramah.
Sementara faktor penghambatnya adalah waktu yang berbenturan dengan kegiatan

lain dan jadwal bimbingan kursus pra nikah yang belum tertata dengan baik. 2°

Dari hasil penelusuran di atas dapat diketahui bahwa memang sudah banyak
yang meneliti tentang kursus pra nikah khususnya bimbingan perkawinan dari
berbagai sudut pandang baik dari segi faktor pendukung dan penghambat tentang
pelaksanaan kursus pra nikah namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang
membahas kursus pra nikah setelah keluarnya Peraturan Menteri Agama No 20

Tahun 2019.

19 Dzikri Maulidi Muhamad Zulfiqor, “Urgensi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi
Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Studi BP4 Di KUA Kecamatan Balubur Limbangan
Kabupaten Garut”, Skripsi, Bandung; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,2017.

20 Rika Nurkhusna, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD Korem 043
Garuda Hitam Bandar Lampung” Skripsi, Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
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E. Kerangka Teoretik

1. Teori kesadaran hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu atau
mengerti.?! Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:
Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang

konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.??

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum memiliki empat indikator

yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:%3

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang
berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis
yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki
oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi,
tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima
atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan
bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal

ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

21 Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang:
Widya Karya, 2009), him. 437

22 Spejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama,(Jakarta:
Rajawali, 1982), him. 182

23 1bid.,him 183.
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4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan
hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh

mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian
Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum
berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau
yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini
berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang

lain.?*

Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum.
Paul Scholten menyatakan bahwa: Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada
pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu
kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara
hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak

dilakukan.®

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana
didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat.
Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu
sendiri. Dalam hal ini meskipun secara bahasa hukum Peraturan Dirjen Bimas
Islam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.I1./491 Tahun 2009 tentang

Kursus Calon Pengantin, kemudian pada tahun 2013 disempurnakan dengan

24 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama,
(Yokyakatra: Liberti, 1981), him. 3

% 1bid., him. 2.
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Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah dihapus setelah lahirnya Peraturan
Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tetapi aturan lama masih mempunyai aspek
kemanfaatan hukum dalam ranah pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah yang

berpengaruh kepada aspek sosial.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan
hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah
yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah
manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu
alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan
hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan
manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.?®

Dalam hal ini, aturan yang lama yakni Peraturan Dirjen Bimas Islam
Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11./491 Tahun 2009 tentang Kursus
Calon Pengantin, kemudian pada tahun 2013 disempurnakan dengan Peraturan
Dirjen Bimas Islam DJ.11/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kursus Pra Nikah memiliki tujuan aspek kemanfaatan hukum yang sangat berguna
bagi calon pengantin sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam mengarungi bahtera
rumah tangga sedangkan dalam aturan yang baru yakni Peraturan Menteri Agama
No 20 Tahun 2019 tidak ada ketentuan tentang melaksanakan bimbingan kursus

pra nikah di KUA.

26 Said Sampara dkk, Pengantar Ilmu Hukum, (Total Media; Yogyakarta, 2011), him. 40.
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F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian field research
(penelitian lapangan) yang mana penelitian dilakukan dengan mengamati
gejala-gejala yang diteliti untuk menangkap gejala yang diamati memerlukan
panca indera manusia yaitu pengelihatan dan pendengaran, kemudian hasil
dicatat. Dalam hal ini penyusun turun dan mengamati fenomena rendahnya
pengetahuan calon pengantin terhadap pengetahuan perkawinan yang ada di
KUA Kecamatan Kemranjen. Dalam hal ini penyusun mengkaji tentang
perlunya mengembalikan peraturan lama kursus pra nikah kedalam peraturan

yang berlaku, dalam bahasa penyusun “reaktualisasi”.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskiprtif-analitis
yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara
sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.?” Dalam hal ini peneliti
akan melakukan wawancara langsung kepada para hakim di lingkungan
Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas terkait seberapa besar pengaruh

bimbingan kursus pra nikah terhadap perceraian.

27 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta,2003), him. 7.
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3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris terdiri dari kata
“yurudis” yang berarti dilihat sebagai norma atau das sollen karena dalam
membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan hukum baik
tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan empiris yang berarti hukum
hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, artinya penelitian
yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum
yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh
dilapangan.?®

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang bertujuan
untuk mengatasi ketidaktahuan cara menjalani pernikahan, maka untuk
mengatasi hal tersebut penting untuk melaksanakan bimbingan kursus calon
pra nikah/ atau calon pengantin, pentingnya kursus calon pengantin itu
didasari kesadaran hukum. Menurut Wignjoesoebroto kesadaran hukum
ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum
yang telah di tetapkan, dalam kesadaran hukum mempunyai mempunyai

dua dimensi yakni kognigtif dan afektif.?

28 Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment Of urgency The Establishment of
legislation),Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 1, No. 1, Januari-April,
2012.

2 |wan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam
Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas
Diponegoro, Semarang,2010), him. 47.
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4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul
data dari objek risetnya.®® Dalam penelitian kualitatif, data yang
dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Data dari manusia
diperoleh dari orang yang menjadi informan, dalam hal ini orang yang
secara langsung menjadi subjek penelitian.3! Dalam hal ini subjek
penelitian adalah Kepala KUA Kecamatan Kemranjen yang mengetahui
seluk-beluk permasalahan pelaksanaan bimbingan kursus pra nikah yang
ada di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas pada masa
pandemi Covid 19 dan Kepala KUA Kecamatan Tambak, Kabupaten
Banyumas sebagai tambahan informan untuk memperkuat data yang
diperoleh.

Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak
langsung dari objek yang diteliti.®> Adapun data sekunder dalam penelitian
ini adalah bersumber dari dokumen-dokumen berupa, buku, jurnal, skripsi,

tesis, catatan, rekaman gambar/foto. Dalam hal ini peneliti mengambil

30 M. Sonny Sumarno, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha

1lmu,2004). him. 69

him. 69

31 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 58.

32 M. Sonny Sumarno, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha IImu).



18

dokumen atau data-data (Profil KUA Kecamatan Kemranjen). Selain itu
peneliti juga mengumpulkan data-data dari literatur dan referensi yang
berkaitan dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, maka
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi
Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi
adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indra. Observasi merupakan pengumpulan
data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang
dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.®® Dalam hal ini
observasi yang dilakukan penyusun adalah menjadi participant
observation yakni mengamati, meneliti, berbaur dengan para pegawai
KUA Kecamatan Kemranjen selama beberapa waktu untuk menjawab
rumusan masalah yang sudah dipaparkan.
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada
satu atau beberapa orang yang bersangkutan.®* Dalam hal ini peneliti

melakukan wawancara dengan kepala KUA Kemranjen dan Tambak.

33 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), him.84.

% 1bid., hIm. 89.
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Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim di
lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh bimbingan kursus calon pengantin terhadap
perceraian. Kemudian melakukan wawancara dengan peserta kursus
calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen agar mengetahui
seberapa berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman ilmu
perkawinan yang di dapat saat kursus.
c. Dokumentasi

Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap
pertanyaan yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan
pengujian suatu peristiwa.®® Dalam hal ini penyusun mencari dokumen
atau data-data (Profil KUA Kecamatan, Kemranjen) dan dokumen
catatan jumlah peserta bimbingan kursus pra nikah yang tercatat di KUA
Kecamatan Kemranjen.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan bisa dipahami dengan mudah dan tersusun secara
sistematis, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab. Kemudian

dipaparkan sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi

inti pokok penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi pentingnya

% 1bid., him. 92.
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dilakukan penelitian dan telaah pustaka yang menjadikan berbeda dengan
penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu kemudian kerangka teori yang
berisi teori sebagai kerangka analisis bagi penyusun untuk menjelaskan dan
dianalisis data-data yang didapatkan, selanjutnya metode penelitian yang
memuat panduan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir adalah

sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penelitian.

Bab 11 membahas konsep kursus pra nikah dan teori kesadaran hukum.
Penyusun akan menjelaskan beberapa hal yang terkait degan konsep kursus pra
nikah seperti pengertian, dasar hukum dan tujuan-tujuan kursus pra nikah.
Selanjutnya teori kesadaran hukum yang memuat pengertian, makna, indikator,

syarat dan prosedur dan faktor-faktor teori kesadaran hukum.

Bab 11l membahas praktik kursus pra nikah pasca berlakunya PMA No
20 Tahun 2019 Di KUA Kec, Kemranjen. Bab ini merupakan penyajian dan
pengolahan data hasil wawancara dari Kepala KUA Kec. Kemranjen, KUA
Kec. Tambak, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas dan peserta

kursus pra nikah. Bab ini juga memaparkan data dari hasil observasi penelitian.

Bab IV membahas tentang pokok dari pembahasan penelitian yang
dilakukan yakni menjawab rumusan masalah penelitian mengenai urgensi
kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

dan Analisis Kursus Pra Nikah Menurut Teori Kesadaran Hukum.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, diakhiri dengan saran-

saran yang bisa diambil untuk penelitian kedepannya.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang telah dibahas dan dianalisa oleh penulis
tentang Urgensi reaktualisasi kursus pra nikah pasca berlakunya PMA No 20
tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan (studi kasus KUA Kecamatan
Kemranjen, Kabuparten Banyumas), secara garis besar dapat disimpulkan:

1. Sebagai upaya menciptakan keluarga Sakinah dengan pemberian bekal
pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kepada calon
pengantin, maka KUA Kemranjen sebagai lembaga yang bernaung
dibawah Kementerian Agama yang menjalankan program kursus calon
pengantin atau kursus pra nikah dewasa ini sudah selayaknya digalakan dan
ditegaskan dengan memberikan sanksi keras bagi yang tidak mengikuti dan
menjalankannya dengan sungguh-sungguh, demikan juga sudah
sepantasnya bahwa kursus calon pengantin menjadi salah satu yang harus
dimasukan kedalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang
pencatatan perakawinan pasal 4.

2. Kursus calon pengantin atau pra nikah memiliki urgensi karena
mengandung nilai positif bagi calon pengantin, Berdasakan analisis kursus
pra nikah menurut teori kesadaran hukum maka dengan melaksanakan
kursus pra nikah akan melahirkan pengetahuan, mengetahui pemahaman
hukum, melahirkan sikap hukum, menjadi perilaku hukum. Dengan teori
kesadaran hukum maka para calon pengantin akan sadar betapa pentingnya

pengetahuan tentang membangun rumah tangga yang berpondasi.
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B. Saran

1. Pihak penyelenggara dalam hal ini Kantor Urusan Agama lebih
menggalakan program kursus calon pengantin atau kursus pra nikah
dengan rajin dan memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat secara masif dan sistematis.

2. Leading — sector pelaksanaan kursus calon pengantin adalah KUA,
walaupun begitu tetap harus ada sinergitas antara Kementerian Agama
sebagai lembaga yang menaungi KUA dengan Kementerian Tenaga
Kerja Transmigrasi perihal izin kerja, hal itu dibutuhkan karena banyak
calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin
dikarenakan tidak diizinkan libur oleh perusahaan tempat mereka
bekerja.

3. Pemerintah harus menyediakan alokasi dana yang memadai bagi
pelaksanaan program kursus calon pengantin agar segala kebutuhan
bagi pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin bisa terpenuhi.

4. Materi yang diberikan sebaiknya dipilih yang penting dan bermanfaat
bagi calon pengantin. Seperti menamankan pemahaman tentang
perkawinan, dasar hukum perkawinan, hikmah perkawinan, kesehatan
reproduksi, materi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan

yang tidak kalah penting adalah pelatihan kerja bagi calon pengantin.
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